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Penelitian ini mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan
pertama. Perkawinan sirri yang apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan
kepercayaanya, maka terhadap perkawinan tersebut adalah telah sah menurut hukum agama. Namun
demikian perkawinan sirri belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum Negara. Untuk memperoleh
pengakuan dari Negara, harus memenuhi persyaratan lanjutan yaitu berupa pencatatan perkawinan oleh
Pejabat Pencatat Nikah. Terhadap perkawinan sirri tersebut dapat terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah
melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum bahwa saat pengajuan istbat nikah di Pengadilan Agama,
para pemohon itsbat nikah tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, hakim dengan suara
terbanyak kemudian menolak itsbat nikah para pemohon. Adapun permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah mengenai akibat hukum atas penolakan itsbat nikah atas perkawinan sirri setelah
perceraian perkawinan pertama; dan upaya hukum perkawinan sirri tersebut agar dapat dicatatkan. Untuk
menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yakni
melakukan pengkajian berdasarkan norma dan kaidan hukum positif di Indonesia. Analisa data dilakukan
secara preskriptif yang bertujuan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan itsbat nikah yang ditolak oleh
Pengadilan Agama dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar perkawinan sirri tersebut dapat dicatatkan.
Hasil analisis akibat hukum dari penolakan itsbat nikah setelah perceraian perkawinan pertama berdampak
pada status perkawinan, anak dan harta perkawinan. Status perkawinan tetap sebagai perkawinan sirri yaitu
tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai pemberian nafkah dan antara suami istri tidak dapat saling
mewaris, terhadap status anak walaupun dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya
namun tetap dianggap sebagal anak luar kawin; dan tidak dapat dibentuknya harta bersama selama
perkawinan sirri berlangsung. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perkawinan sirri setelah
penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
dapat berupa upaya Peninjauan Kembali agar perkawinannya dapat diitsbatkan atau kawin ulang di Kantor
Urusan Agama atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

...... This study examines the position of itsbat nikah in sirri marriages after the divorce of the first marriage.
Sirri marriage, which if it has fulfilled the pillars and conditions according to religion and belief, then the
marriage islegal according to religious law. However, according to state law, sirri unions do not yet have
legal force. To obtain recognition from the State, it must meet further requirements, namely marriage
registration by the Marriage Registrar. Against sirri marriages, they can first apply for a marriage itsbat
through the Religious Courts. Legal considerations are that when submitting a marriage certificate at the
Religious Courts, the applicants for itsbat marriage did not obtain a polygamy permit from the Religious
Court. The judge with the most votes then rejected the applicants marriage certificate. The problems raised
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in this study are the legal consequences of refusing itsbat marriage for sirri marriages after the divorce of the
first marriage; and legal efforts for the sirri marriage to be registered. To answer these problems, aresearch
method is used in anormative juridical, namely, conducting an assessment based on the norms and rules of
positive law in Indonesia. Data analysis was carried out prescriptively to find a solution to the problem of
itshat marriage, which was rejected by the Religious Courts and legal remedies that could be taken so that
the sirri marriage could be registered. The results of the analysis of the legal consequences of refusing itsbat
marriage after the first marriage divorce impact marital status, children and marital property. The marriage
status remains as a sirri marriage, i.e. there is no explicit regulation regarding the provision of aliving and
between husband and wife cannot inherit each other; on the status of the child even though he may have a
civil relationship with his mother and father but is still considered a child out of wedlock, and joint property
cannot be formed during a sirri marriage. Legal remedies that can be taken against the perpetrators of
unregistered marriages after the refusal of the marriage certificate by the Religious Courts based on a
decision that has permanent legal force can be in the form of ajudicial review so that the marriage can be
legalized or remarried at the Office of Religious Affairs or in the presence of a Marriage Registrar.



